
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota 

Gorontalo yang dilaksanakan oleh DPRD terutama Komisi A yaitu dengan 2 cara 

yaitu: 1) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 

mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek 

yang diawasi. Dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau 

langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya penyelenggaraan 

pendidikan. Langsung, dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung ke lapangan 

sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui masukan - 

masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh Pihak sekolah atau masyarakat; 2) 

Tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat 

pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan 

dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dimana DPRD melakukan pengawasan 

tidak langsung terkait penyelenggaraan pendidikan dengan bekerja sama dengan 

Dinas Pendidikan uantuk mendapatkan data admintratif terkait jalannya 

penyelenggaraan pendidikan., dengan cara tidak langsung yaitu melakukan 

pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan 

seperti Dinas Pendidikan. DPRD mendapat masukan dari pihak sekolah maupun 

Komite Sekolah, masyarakat. Untuk tingkat efektifitas dan inisiatif DPRD Kota 

Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 



15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota 

Gorontalo sudah dilaksanakan namun harus ditingkatkan kembali 

keefektifitasannya agar pengawasan secara langsung seimbang dengan 

pengawasan secara tidak langsung. 

 

5.2 Saran  

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi DPRD Kota Gorontalo 

Agar lebih mempertahankan strategi yang sudah dibuat dan lebih 

meningkatkan pengawasan DPRD terhadap implementasi  perda no. 15 tahun 

2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo. 

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo 

Untuk petugas ataupun Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dapat mengatasi 

kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya 

untuk meningkatkan pengawasan DPRD terhadap implementasi  perda no. 15 

tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota 

Gorontalo. 

3. Bagi Peneliti 

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi 

dan materi untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya perlu mengembangkan 

kembali baik dari segi teori dan hasil penelitian yang terkait dengan fungsi 

pengawasan DPRD terhadap implementasi perda no. 15 tahun 2017 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo. 
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